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SYSTEM EVALUATION OF GIVING UNTIL PAYING CREDITS AT REGIONAL 
COMPANY OF SOCIETY CREDIT COMMITEE OF RURAL CREDIT COMMITEE IN 







Bank is one of financial committee considered to be essential in 
sustaining economics, one of them is PD. BPR BKD In Karanganyar Regency that 
extends credit services in Karanganyar. The main duty of the PD. BPR. BKD of 
Karanganyar Regency is to distribute credit to society, at the sametime the 
financial sources achieved by the PD. BPR. BKD comes from Regional 
Government and fund accumulation derived from the society itself in the form of 
savings and deposits. 
This research aims to discover how the giving until paying procedure of 
credits at PD. BPR. BKD of Karanganyar Regency is, controlling systems applied, 
to know the troublesome credits and how to overcome the matters at the PD. 
BPR. BKD of Karanganyar Regency. 
The result of this research can be concluded that the credit giving system 
at PD. BPR BKD in Karanganyar Regency has been running well, as it can be seen 
from the documents and accounting reports applied related functions, and 
internal-controlling elements inside. For the troublesome credits, in 2007 the 
stuck credits inside PD. BPR. BKD reach 3,61 %, counted from the magnitude of 
loans given during 2007 as much as Rp. 50.915.875.223,00 toward the stuck 
credits, in the same year, as Rp 1.837.049.223,00. Based on proves acquired, it 
could be suggested that the bank should be able to maintain and enhance its 
services to customers, being selective in selecting the debitor candidate and the 
PD. BPR BKD, of Karanganyar Regency puts credit administrator section with 
credit analysis section separately. 
 
 






















A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
1. Pengertian Bank 
Bank merupakan badan usaha yang usahanya bergerak di bidang 
jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat. Menurut Undang-Undang 
No. 7 tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, jenis bank di 
Indonesia terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 
Dengan demikian BPR merupakan salah satu unsur sistem perbankan dan 
moneter secara keseluruhan di Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) adalah suatu badan usaha yang usahanya memberikan kredit 
kepada masyarakat atau pengusaha kecil untuk meningkatkan pendapatan 
per kapita. BPR didirikan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan 
kesejahteraan rakyat. 
2. Sejarah Singkat Perusahaan 
BKD atau Badan Kredit Desa menurut sejarahnya sudah ada sejak 
jaman Belanda. BKD didirikan berdasarkan Staatblad tahun 1929 No. 
1 
357 tanggal 14 September 1929 tentang aturan-aturan mengnenai Badan 
Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah 
kota-kota praja. 
Di Kabupaten Karanganyar, BKD dibentuk di setiap desa dan 
kelurahan pada akhir tahun 60-an atau awal 70-an yang berjumlah 177 
BKD dengan modal sebesar Rp 100.000,- untuk setiap BKD. Namun, 
dalam perjalanannya sampai dengan tahun 1980-an  hanya tinggal  4 
(empat) BKD yang masih beroperasi sedangkan lainnya kolaps. Bertitik 
tolak pada keadaan tersebut, maka pada tanggal 27 Maret 1985 dibentuk 
BKD yang baru yang berkantor pusat di ibukota Kabupaten tepatnya di 
Jalan Lawu Timur Nomor 135  Karanganyar dan mulai beroperasi bulan 
April 1985. Pada awal berdirinya, BKD beroperasi di 6 (enam) kelurahan 
di wilayah Kecamatan Karanganyar. Dari tahun 1985 sampai tahun 1996, 
BKD beroperasi memberikan pinjaman kepada masyarakat, tetapi tidak 
boleh menghimpun dana kecuali tabungan wajib. Kemudian di dalam 
perkembangannya berdasarkan kesepakan Depdagri, Bank Indonesia dan 
Depkeu disepakati bahwa LDKP yang berdiri sebelum tanggal 25 Maret 
1992 diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 
Dalam PP No. 77 tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang 
BPR dinyatakan bahwa LDKP yang belum mendapatkan izin sebagai 
BPR wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai BPR selambat-
lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya PP tersebut. Berdasarkan SK 
Menkeu No. 221/KMK. 017/1993 dinyatakan bahwa permohonan untuk 
mendapatkan izin usaha BPR harus diajukan selambat-lambatnya tanggal 
30 Oktober 1997. Dengan latar belakang peraturan tersebut, maka status 
hukum BKD dari sebuah Badan diubah PD BPR BKD sejak tahun 1996. 
Dasar hukum pendirian PD BPR BKD Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar ini adalah: 
a. SK Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar 
Nomor: 581/161/1985 tanggal 27 Maret 1985. 
b. SK Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar 
Nomor: 581/747/1990 tanggal 30 Agustus 1990 tentang Pendirian 
Badan Kredit Desa Kabupaten Dati II Karanganyar. 
Pengukuhan BKD sebagai PD BPR BKD Kabupaten Dati II 
Karanganyar tahun 1996: 
a. Perda Nomor: 2 tahun 1996 tanggal 15 Juli 1996 tentang Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten 
Daerah Tingkat II Karanganyar. 
b. Pembahasan Perda Nomor: 2 tahun 2001 tanggal 6 Desember 2001 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Karanganyar Nomor: 2 tahun 2996 tentang Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah 
Tingkat II Karanganyar. 
Izin operasional PD BPR Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah 
Tingkat II Karanganyar, yaitu SK Menteri Keuangan Nomor Kep. 
048/KM.17/1998, tentang pemberian izin usaha sebagai BPR kepada PD 
BKD Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar pada tanggal 18 
Februari 1998. berdasarkan SK tersebut PD. BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar beroperasi penuh pada bulan April 1998. 
Pada awal berdiri, modal awal BKD sebesar Rp 67.000.000,-. 
Modal tersebut berasal sepenuhnya dari Pemerintah Daerah sebagai 
kekayaan daerah yang dipisahkan dengan perincian sebesar Rp 
25.000.000,- untuk tanah dan gedung, sedangkan Rp 37.000.000,- 
berbentuk uang tunai sebagai modal usaha. Sejalan dengan perubahan 
status hukum, maka berdasarkan Perda No. 02 tahun 1996 modal dasar 
BKD ditingkatkan menjadi sebesar Rp 300.000.000,-. 
Pada tahun 2001, Perda No. 02 tahun 2001 tanggal 6 Desember 
2001 modal dasar ditingkatkan dari sebesar Rp 300.000.000,- menjadi 
sebesar Rp 6.000.000.000,-. Untuk memperkuat permodalan dan 
meningkatkan usaha bank, maka modal dasar Rp 6.000.000.000,- 
ditingkatakan menjadi Rp 15.000.000.000,- berdasarkan perubahan Perda 







3. Visi dan Misi Perusahaan 
a. Visi 
PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar harus menjadi BPR 
unggulan dan andalan untuk usaha mikro kecil dan menengah pada 
khususnya dan masyarakat Kabupaten Karanganyar pada umumnya, 
serta berperan aktif mendorong terciptanya Karanganyar Tenteram. 
b. Misi 
1) Menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan 
kepada masyarakat dalam berbagai bentu produk kredit atau 
permodalan. 
2) Mendorong terciptanya pemerataan dan kesempatan kerja bagi 
masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar dan BPR BKD 
sebagai sumber pembiayaan, membuka pelayanan di berbagai 
pelosok pedesaan dalam upaya mendekatkan sarana permodalan. 
3) Mengemban misi sebagai penyumbang PADS dalam rangka 
otonomi daerah. 
4. Struktur Organisasi 
Struktur organosasi PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar dapat dilihat 



























Berdasarkan struktur organisasi maupun fungsi/tugas adalah sebagai 
berikut: 
1. Direksi     : 2 
2. Kepala Bagian    : 3 
3. Kepala Kantor Cabang   : 1 
4. Kepala Seksi (Kasi)   : 8 
5. Kepala Kantor Kas   : 4 
6. SPI     : 1 
7. Pimpinan Pelayanan Kredit Pusat : 1 
8. Pimpinan Pos Pelayanan  : 2 
9. Customer Service   : 3 
10. Staff     : 47 
11. Driver     : 2 
12. Satpam     : 8 
13. Tukang Kebun    : 1 
14. Penjaga Malam    : 1 
Sesuai dengan fungsinya, maka tanggung jawab setiap bagian secara 
garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Direktur Utama 
Tugas Umum Direktur Utama: 
1) Memimpin perusahaan, mengurus atau menguasai kekayaan 
menurut kebijakan yang telah ditetapkan. 
2) Mewakili perusahaan di dalam atau di luar pengadilan atau 
menunjuk orang lain selaku kuasanya. 
3) Membuat perencanaan atau koordinasi serta melakukan 
pembinaan dan pengendalian bagian. 
Tugas Khusus Direktur Utama: 
1) Pembinaan dan pengendalian bagian kredit. 
2) Pembinaan dan pengendalian bagian umum. 
3) Pembinaan dan pengendalian bagian pengawasan. 
b. Direktur 
Tugas Umum Direktur: 
1) Membantu Direktur Utama di bidang tugasnya. 
2) Bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 
3) Dapat mewakili Direktur Utama. 
4) Pembinaan dan pengendalian bagian-bagian. 
Tugas Khusus Direktur: 
1) Pembinaan dan pengendalian bagian pembukuan. 
2) Pembinaan dan pengendalian bagian kas dan kas opname. 
3) Pembinaan dan pengendalian bagian pengerahan dana. 
c. Satuan Pengwas Intern (SPI) 
1) Pengawasan terhadap RAPB. 
2) Pengawasan terhadap tata kerja dan prosedur dari unit-unit 
organisasi pusat maupun cabang/ unit pelayanan. 
3) Mengawasi dan menilai terhadap operasional BPR. 
4) Melakukan audit atas administrasi keuangan. 
5) Pemeriksaan di unit-unit pelayanan. 
6) Memberi saran dan pertimbangankepada bagian lain maupun 
Direksi. 
d. Bagian Umum 
1) Menjaga dan memelihara keamanan, kebersihan dan ketertiban 
gedung dn fasilitas di dalamnya. 
2) Mencatat pembelian, penyusutan, penjualan inventaris kantor 
sesuai dengan aturan ke dalam buku inventaris. 
3) Mengadministrasikan dokumen kepegawaian, mengajukan 
usulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan lainnya. 
4) Mengurus administrasi surat keluar atau masuk setelah 
direkomendasikan oleh Direksi. 
5) Membuat perencanaan anggaran pendapatan dan biaya, serta 
memantau realisasinya setiap bulan. 
6) Mengurus administrasi penyelesaian pajak pendapatan, deposito, 
dan kendaraan bermotor. 
e. Bagian Kredit 
1) Dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan 




2) Dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan proses kredit 
mulai dari pengajuan sampai dengan pelunasan kredit dengan 
lancar. 
3) Selalu mengadakan koordinasi dengan bagian lainnya. 
4) Memberikan saran, pendapat yang konstrutif kepada Direksi. 
5) Bersedia menanggung risiko jabatan atas kesalahan atau yang 
telah dilakukan. 
f. Bagian Dana 
1) Dalam melaksanakan tugasnya, bagian dana harus berpedoman 
pada peraturan dari BI, LPS, PPATK, keputusan yang telah 
ditetapkan Direksi mengenai dana dan lain-lain. 
2) Bertanggung jawab atas kelancaran arus masuk dan keluar dana 
yang dikelola bank. 
3) Selalu mengadakan koordinasi dengan bagian lainnya. 
4) Memberikan saran, pendapat yang konstruktif kepada Direksi. 
5) Mencatat setiap transaksi dana baik dana yang masuk maupun 
keluar ke buku harian, buku besar berdasarkan bukti-bukti yang 
ada. 
6) Mencocokkan transaksi yang masuk atau keluar berdasarkan 
bukti pembukuan dengan kartu. 
7) Mengadministrasikan kartu simpanan, bilyet deposito baik yang 
sudah nihil atau yang masih terpakai ke dalam buku persediaan 
secara tertib. 
8) Membuat laporan mengenai dana pada setiap akhir bulan. 
9) Bersedia menaggung risiko jabatan atas kesalahan dan yang 
telah dilakukan. 
g. Bagian Pembukuan 
1) Dalam melaksanakan tugas, bagian pembukuan harus 
berpedoman pada peraturan Bank Indonesia (BI) maupun 
keputusan Direksi. 
2) Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. 
3) Selalu mengadakan koordinasi dengan bagian lainnya. 
4) Memberi saran, pendapat yang konstruktifkepada Direksi. 
5) Melakukan pencatatan setiap transaksi harian. 
6) Membuat laporan-laporan sebagai berikut: 
a. Laporan bulanan ke Bank Indonesia. 
b. Laporan ke Dewan Pengawas. 
c. Laporan triwulan 
d. Laporan semesteran yang terdiri dari laporan publikasi dan 
laporan dewan pengawas ke Bank Indonesia. 
e. Laporan tahunan dan lain-lain. 
7) Sebelum dikirim, laporan-laporan tersebut harus dicek ulang 
kelengkapannya maupun akurasinya oleh bagian pembukuan/ 
bagian umum. 
8) Setelah dikirim, harus ada bukti penerimaan yang diarsip oleh 
bank. 
h. Bagian Kas 
1) Dalam melaksanakan tugasnya, harus berpedoman pada aturan 
pemerintah/BI dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Direksi 
dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya. 
2) Bekerjasama dengan bagian lain dalam memberikan masukan, 
saran, pendapat kepada Direksi. 
3) Bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban pada saat 
menerima maupun mengeluarkan uang. 
4) Menyelesaikan proses administrasi kas pada hari itu juga (1 hari 
harus selesai). 
5) Bersedia menanggung risiko jabatan atas kesalahan yang telah 
dilakukan. 
5.   Permodalan Dalam Usaha Pengembangan Bank 
Pada umumnya Bank adalah lembaga intermediasi anatar pemilik modal 
dengan nasabah peminjam baik perorangan maupun berbadan hukum. 
Ada beberapa sumber dana sebagai sarana untuk meningkatkan usaha 
bank adalah sebagai berikut: 
a. Linkage Program antara bank umum dan lembaga non bank. 
Beberapa bentuk pembiayaan dalam linkage program adalah: 
1)   Executing 
Pemberian kredit langsung untuk keperluan modal kerja atau 
investasi dari bank umum atau lembaga non bank kepada BPR/ 
mitra kerjanya. 
2)   Chanelling 
Bentuk kerjasama antara bank atau lainnya dalam pemberian 
kredit dalam sektor UMKM dimana pembiayaannya dari pemberi 
dana (Bank Umum) dan BPR hanya sebagai penyalur. 
3)   Sharing 
Bentuk kerjasama antara bank umum dan BPR sesuai dengan 
share masing-masing untuk membiayai sektor UMKM maupun 
kredit konsumtif. 
b. Sumber dana yang berasal dari masyarakat melalui berbagai bentuk 
tabungan maupun deposito. 
c. Sumber dana dari pemilik adalah dalam bentuk penyertaan modal 
yang berasal dari APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
daerah. 
6.   Produk Jasa dan Pelayanan Bank 
a. Produk Kredit Berdasarkan Sistem Angsuran 
1) Kredit Mingguan 
Jenis Kredit ini sangat disukai oleh para pedagang kecil di 
pedesaan atau di pasar-pasar. Sistem angsuran adalah mingguan, 
selama 12 minggu dengan suku bunga 10% atau 3,33% per bulan. 
Jenis kredit ini dapat diakses melalui pos pelayanan yang ada di 
desa atau kelurahan dan ada pula yang melalui petugas keliling. 
Pelunasan kredit mingguan ini antara lain bertujuan untuk 
mengurangi populasi kredit harian atau sering disebut sebagai bank 
plecit. 
2) Kredit Bulanan 
Kredit bulanan mengguanakan system angsuran per bulan dengan 
jangka waktu maksimal sampai dengan 72 bulan. Untuk jenis kredit 
ini ada beberapa produk yang ditawarkan, antara lain: 
a) Kredit Umum 
Kredit umum adalah kredit yang diperuntukkan bagi usaha 
mikro atau kecil sebagai sasaran utama pemasarannya. Suku 
bunga ditetapkan sebesar 2,5% 1 tahu flat dengan masa 
angsuran maksimal selama 36 bulan. Kredit dapat diakses 
melalui pos pelayanan di kantor pusat mapun kantor kas 
pembantu di berbagai daerah. 
Persyaratan memperoleh Kredit Bulanan Umum, Calon debitur 
mengisi formulir yang telah disediakan bank dengan 
melengkapi: 
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
b. Foto copy Kartu Keluarga (KK), 
c. Foto copy Surat Nikah (yang sudah menikah), 
d. Foto copy Agunan/ Jaminan, dan 
e. Foto copy Surat Keterangan lain yang diminta oleh bank. 
 
 
b) Kredit Karyawan/Pegawai 
Kredit karyawan/pegawai adalah kredit yang khusus 
diperuntukkan kepada PNS, anggota TNI dan POLRI dengan 
tujuan membantu meningkatkan usaha sampingan para 
pegawai sehingga diharapkan kesejahteraannya meningkat. 
Suku bunga yang ditawarkan rata-rata 1,6% per bulan dengan 
masa pengembalian selama 84 bulan dengan jaminan gaji dan 
dipotong langsung oleh bendahara gaji. 
Syarat-syarat calon debitur adalah sebagai berikut: 
1. Calon adalah pegawai negeri atau pegawai negeri baik sipil 
maupun militer di suatu instansi pemerintahan. 
2. Mendapat persetujuan istri/suami bagi yang telah menikah 
dan persetujuan Kepala, Pimpinan suatu Instansi/Kantor/ 
Badan Pemerintahan atau lainnya. 
3. Memenuhi syarat yang baik secara administratif maupun 
persyaratan teknis lainnya dan layak untuk diberi pinjaman 
atas analisa bank. 
4. Sanggup menaati segala ketentuan yang ditetapkan bank.  
c) Kredit Jasa Konstruksi 
Kredit jasa konstruksi diperuntukkan khusus kepada kontraktor 
ataupun rekanan yang mengerjakan proyek-proyek APBD II 
suku bunga yang ditawarkan adalah bunga tetap 2% per bulan 
atau 3.5% per bulan efektif. Masa pelunasan rata-rata antara 3 
sampai dengan 6 bulan. Persyaratan memperoleh kredit jasa 
konstruksi, calon debitur mengisi formulir yang telah 
disediakan bank dengan dilengkapi: 
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK), 
3. Foto copy Surat Nikah (yang sudah menikah), 
4. Foto copy Surat SIUP, 
5. Foto copy NPWP, 
6. Foto copy Surat Kontrak Kerja, 
7. Berita acara pembayaran uang muka (termin 
pembangunan), 
8. Sertifikat atau BPKB sebagai agunan tambahan. 
d) Kredit Ketahanan Pangan (KKP) 
KKP adalah kredit untuk memperkuat persediaan pangan 
terutama beras ataupun bahan pangan lainnya. Jenis KKP 
banyak diminati oleh para pengusaha penggiling padi, maupun 
sektor peternakan. Suku bunga KKP sebesar 1% per bulan 
dengan masa pelunasan 24 bulan. Syarat-syarat calon debitur 
adalah sebagai berikut ini: 
1. Penduduk di wilayah Kabupaten Karanganyar dan di 
sekitarnya baik secara kelompok maupun individu dan 
mempunyai usaha dalam bidang ketahanan pangan, 
2. Memenuhi syarat secara administratif maupun secara teknis 
perbankan dan layak diberikan kredit, dan 
3. Bersedia untuk diadakan peninjauan/ analisis usahanya dan 
bersedia menaati segala peraturan perkreditan yang berlaku 
di    PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar. 
e) Kredit PNM 
Kredit PNM terdiri dari 3 (tiga) jenis kredit adalah merupakan 
bentuk linkage program atau kerjasama antara PNM dengan 
BPR guna mengembangkan sektor UMKM. 
Adapun bentuk kredit tersebut adalah: 
1) Kredit Sarana Usaha Produktif/ SUP Madani 
Kredit SUP adalah kredit untuk membantu para pengusaha 
terutama di sektor UKM dalam rangka pengadaan sarana 
usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi. Suku bunga 
SUP adalah 1,03% flat per bulan dengan masa pinjaman 
masimal 36 bulan. 
2) Kredit Modal Kerja 
KMK merupakan sarana permodalan khususnya ditujukan 
untuk pengembangan UKM dengan plafon kredit di atas Rp 
50.000,-. Suku bunga sebesar 1,5% per bulan dengan masa 
pelunasan sampai dengan 36 bulan. 
 
 
3) Kredit Kepemilikan Sarana Usaha (KKSU) 
KKSU merupakan kredit untuk membiayai kepemilikan 
kios maupun los di proyek pasar, ruko di komplek 
pertokoan dan lain sebagainya. Suku bunga KKSU sebesar 
1,8% dengan masa pelunasan sampai dengan 36 bulan. 
Adapun persyaratan umum untuk memperoleh kredit PNM 
sebagai berikut: 
1) Kredit umum perorangan/ umum: 
a. Mempunyai usaha produktif, 
b. Mengisi blanko permohonan, 
c. Foto copy KTP suami istri 3 lembar, 
d. Foto copy KK 3 lembar, 
e. Surat keterangan dari Desa/ Kelurahan, dan 
f. Mempunyai agunan sebagai jaminan kredit. 
2) Kredit bagi PNS/ TNI/ POLRI: 
a. Mempunyai usaha produktif, 
b. Mengisi blanko permohonan kredit, 
c. Foto copy KTP suami istri 3 lembar, 
d. Foto copy KK 3 lembar, dan 
e. Menyerahkan jaminan antara lain: 
1) Daftar potongan gaji terakhir, 
2) SK Capeg asli, 
3) Karpeg asli, dan 
4) Kartu Taspen asli. 
7.   Jasa Layanan Simpanan dan Tabungan 
Jasa layanan PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar yang lain adalah 
jasa layanan simpanan dan tabungan. Tabungan PD. BPR. BKD 
Kabupaten Karanganyar diperuntukkan bagi masyarakat luas yang 
memenuhi persyaratan. Syarat untuk menabung adalah menyerahkan foto 
copy KTP/ SIM yang masih berlaku. Adapun jenis tabungan ada 4, yaitu 
tabungan wajib, kotakmas, simbangdes, dan tara. 
a) Tabungan Wajib 
Tabungan wajib adalah tabungan yang dihimpun dari para debitur 
pada setiap realisasi kredit. Jasa bunga yang diberikan sebesar 4% per 
tahun. 
b) Tabungan Rakyat/ Tara Berhadiah 
Tara adalah tabungan berhadiah yang merupakan kerjasama dari 28 
BPR dari Jateng dan DIY. Tabungan ini diundi pada bulan Maret dan 
September dengan hadiah utama 1 unit mobil. Jasa bunga yang 
diberikan kepada penabung sebesar 10% per tahun. 
c) Tabungan Harian Masyarakat (Harimas) 
Harimas adalah tabungan yang bunganya dihitung secara harian atau 
setiap hari termasuk hari libur. Jasa bunga yang diberikan kepada 
penabung sebesar 9% per tahun. 
 
 
d) Tabungan Umum Kotak Mas 
Tabungan ini adalah tabungan masyarakat yang penarikannya 
dilakukan oleh petugas dana. Jasa bunga yang diberikan kepada 
penabung adalah 11% per tahun. 
e) Deposito Berjangka 
a. Deposito dengan jangka waktu 1 bulan, bunga 12% per tahun. 
b. Deposito dengan jangka waktu 3 bulan, bunga 13% per tahun. 
c. Deposito dengan jangka waktu 6 bulan, bunga 14% per tahun. 
d. Deposito dengan jangka waktu 12 bulan, bunga 15% per tahun. 
f) Tabungan Khusus Bendahara Gaji (Simbangdes) 
Jenis tabungan ini khusus untuk menampung fee yang diperoleh para 
bendahara gaji atas kerjasamanya dalam pemotongan gaji PNS/ 
karyawan. Jasa bunga yang diberikan adalah 9% per tahun. 
8. Wilayah Pemasaran 
Baik untuk kredit maupun tabungan sesuai dengan Perda, meliputi seluruh 
wilayah Kabupaten Karanganyar. Khusus untuk pemasaran kredit PD BPR 
BKD telah menjangkau hampir 85% wilayah kabupaten Karanganyar. 
Pelayanan kredit berpusat di Kantor Pusat dan untuk membantu kelancaran 
kredit maka dibangun beberapa kantor kas yaitu Kantor Kas Grompol, 
Jambangan, Klodran, Karang Pandan, Palur dan Jumapolo sehingga 
pemasaran dilakukan langsung kepada calon nasabah. 
 
 
B. LATAR BELAKANG 
Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi saat ini maka akan 
semakin terasa perlunya kebutuhan sumber-sumber dana untuk membiayai 
kegiatan usaha tersebut. Pembangunan di berbagai bidang usaha dan industri 
tentunya memerlukan dana pendukung yang tidak sedikit,dan untuk itu peran 
perbankan nasional yang tangguh dan efisien sangat menentukan. Hal 
tersebut tampak jelas pada perkembangan jumlah kredit perbankan yang 
mampengaruhi secara langsung sistem perekonomian nasional. Untuk lebih 
mendorong terciptanya hal tersebut diperlukan lembaga perbankan yang sehat 
dan dinamis (rentabilitas tinggi), yang mana mampu memberikan pelayanan 
semestinya kepada masyarakat yang memerlukan. 
Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat BPR merupakan suatu badan 
usaha yang usahanya memberikan kredit kepada masyarakat atau pengusaha 
kecil untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai perusahaan daerah 
yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, dengan usaha utama 
memberikan pinjaman kepada masyarakat PD BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para 
nasabahnya. 
Saat ini kelangsungan hidup perusahaan sangat ditentukan oleh 
kemampuannya untuk bersaing di pasar. Kemampuan bersaing memerlukan 
strategi yang dapat memanfaatkan semua kekuatan dan peluang yang ada, 
serta menutup kelemahan dan menetralisir hambatan strategis dalam 
dinamika bisnis yang dihadapi. Semua itu dapat dilakukan apabila 
manajemen mampu melakukan pengambilan keputusan yang didasarkan pada 
masukan yang obyektif. 
Banyak faktor yang menjadi masukan manajemen dalam pengambilan 
keputusan, salah satunya adalah masukan yang berasal dari Sistem Informasi 
Akuntansi. Salah satu aspek penting dalam Sistem Informasi Akuntansi 
adalah bahwa sistem itu berjalan dalam struktur pengendalian intern 
perusahaan. Pengendalian menjamin kebijakan dan pengrahan-pengarahan 
manajemen cukup memadai. 
Manajemen harus bergantung pada beragam teknik pengendalian untuk 
menerapkan keputusan dan mencapai tujuannya dan untuk mengatur 
aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Pengendalian intern 
yang baik merupakan faktor kunci dalam manajemen perusahaan yang 
efektif. 
Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-
mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah 
kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak di 
antaranya meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan 
manajemen perkreditan, kebijakan kredit, dokumentasi dan administrasi 
kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah. 
Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur kredit yang 
melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya 
pun harus dilakukan dengan hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta 
integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat 
perkreditan yang bersangkutan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan 
prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. 
PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar didirikan dengan maksud dan 
tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan 
pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber 
pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sesuai 
dengan visi PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar, yaitu “Menjadi BPR 
unggulan dan andalan untuk usaha kecil, menengah, dan mikro pada 
khususnya dan masyarakat Karanganyar pada umumnya serta peran aktif 
mendorong terciptanya Karanganyar Tentram”, dalam meningkatkan citra 
PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar selalu berupaya untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya, dengan menyediakan berbagai 
macam fasilitas kredit. Perusahaan Daerah BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar adalah sebuah perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa, 
yaitu memberikan bantuan modal khususnya kepada usaha mikro kecil dan 
menengah umumnya pada masyarakat di Kabupaten Karanganyar. 
Pemberian bantuan berupa modal yaitu dengan memberikan pinjaman 
berupa uang dengan sistem kredit yang pelaksanaannya harus diawasi dan 
berdasarkan sistem tertentu serta prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 
oleh perusahaan. Dari pemberian pinjaman tersebut maka peminjam 
berkewajiban mengembalikan pinjaman dalam bentuk angsuran dan 
melakukan pelunasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun jika 
diamati, pada prakteknya masih terjadi masalah-masalah yang bersangkutan 
dengan angsuran nasabah. Masih terdapat banyak nasabah yang dalam 
mengangsur pinjaman tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, 
bahkan ada pula yang tidak mampu melanjutkan angsuran pinjamannya atau 
disebut dengan istilah kredit macet. Hal ini harus diantisipasi oleh perusahaan 
dengan mencadangkan dana yang dimasukkan dalan cadangan kerugian 
piutang (CKP). Pada tahun 2007 prosentase kredit macet pada PD BPR BKD 
Kabupaten Karanganyar yaitu sebesar 3,61%. Berdasarkan prosentase 
tersebut maka perusahaan mencadangkan dana pada tahun 2007 sebesar Rp 
920.938.190,- yang dimasukkan dalam Cadangan Piutang. Cadangan Piutang 
tersebut telah dapat menutup kredit macet yang terjadi. Namun pada tahun 
2007 terdapat tiga kantor cabang yang kurang sehat, yaitu Pos Pelayanan 
Colomadu, Kantor Kas Grompol, dan Pos Pelayanan Sukoharjo. Ketiga 
kantor cabang tersebut dinyatakan kurang sehat dikarenakan banyak nasabah 
yang usahanya tersendat sehingga berimbas pada kemampuan nasabah untuk 
membayar angsuran pinjaman kepada perusahaan maka terjadi adanya kredit 
macet. Atas dasar hal tersebut, untuk dapat mengamati kelemahan-kelemahan 
yang ada pada sistem pemberian sampai dengan pelunasan kredit sekaligus 
penyimpangan pelaksanaan didalamnya dan memberikan masukan kepada 
perusahaan untuk mengatasinya dengan mengevaluasi sistem, terutama untuk 
jenis Kredit Umum, Kredit Ketahanan Pangan, dan Kredit PNM maka penulis  
tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai fokus di dalam penelitian 
ini dengan judul “EVALUASI SISTEM PEMBERIAN SAMPAI 
DENGAN PELUNASAN KREDIT PADA PD BPR BADAN KREDIT 
DESA KABUPATEN KARANGANYAR”. 
C. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1) Bagaimana deskripsi sistem pemberian sampai dengan pelunasan kredit 
pada PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar ? 
2) Apakah sistem pemberian sampai dengan pelunasan kredit pada PD BPR 
BKD Kabupaten Karanganyar efektif ? 
3) Apakah kelebihan dan kelemahan sistem pemberian sampai dengan 
pelunasan kredit pada PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar ? 
D. TUJUAN PENELITIAN 
1) Menguraikan tentang sistem pemberian sampai dengan pelunasan kredit 
pada PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar. 
2) Mengevaluasi sistem pemberian sampai dengan pelunasan pada PD BPR 
BKD Kabupaten Karanganyar. 
3) Mengamati kelebihan dan kelemahan sistem pemberian sampai dengan 






E. MANFAAT PENELITIAN 
Penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 
1. Perusahaan 
Memberikan masukan bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan 
informasi tambahan agar sistem pemberian sampai dengan pelunasan 
kredit pada PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar menjadi lebih baik. 
2. Pembaca 
Sebagai informasi dan memberikan gambaran serta sebagai referensi pada 
penelitian berikutnya. 
F. METODE ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi sistem 
pemberian sampai dengan pelunasan kredit pada PD BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar dengan cara mengevaluasi sistem pemberian sampai dengan 
pelunasan kredit menurut teori sistem informasi akuntansi berdasarkan 
referensi yang digunakan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis 
data dapat digunakan sbagai berikut: 
a. Mendeskripsikan sistem pemberian sampai dengan pelunasan kredit 
dilakukan oleh PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar. 
b. Mendeskripsikan fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pemberian 
sampai dengan pelunasan kredit pada PD BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar. 
c. Mendeskripsikan formulir-formulir maupun dokumen-dokumen yang 
digunakan oleh PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar terkait dengan 
sistem pemberian sampai dengan pelunasan kredit. 
d. Mendeskripsikan catatan akuntansi yang digunakan oleh PD BPR BKD 
Kabupaten Karanganyar dalam sistem pemberian sampai dengan 
pelunasan kredit. 
e. Menggambarkan jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian 
sampai dengan pelunasan kredit pada PD BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar dengan dasar teori sistem informasi akuntansi. 
f. Mengevaluasi sistem pemberian sampai dengan pelunasan kredit yang 
terjadi pada PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar guna menemukan 
kelebihan dan kelemahan sehingga penulis dapat memberikan masukan 












ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. LANDASAN TEORI 
1. Pengertian Sistem, Prosedur, dan Sistem Akuntansi 
Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen 
yang saling berkaitan (interrelated) atau subsistem-subsistem yang bersatu 
untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose) (Hall, 2001: 5). 
Sedangkan Mulyadi (2001) mengartikan sistem sebagai “sekelompok 
unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi 
bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Menurut W. Gerald Cole 
dalam Zaki Baridwan (1993: 3) mengartikan sistem sebagai “suatu 
kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun 
dengan skema menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi 
utama dari perusahaan”. 
Mulyadi, (2001: 3) mengartikan prosedur sebagai “suatu urutan 
kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 
departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 
seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan 
Baridwan (1993: 3) mengartikan prosedur sebagai “suatu urutan pekerjaan 
klerikal yang melibatakan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, 
disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap 
transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”.  
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Sistem akuntansi adalah oraganisasi formulir, catatan, dan laporan 
yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 
pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001: 3). 
2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, 
dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 
efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 
2001:163). Tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi di atas 
dapat dirumuskan sebagai berikut ini:  
a. Menjaga kekayaan organisasi, 
b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
c. Mendorong efisiensi, dan 
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
Menurut Mulyadi (2001:164), ada empat unsur sistem 
pengendalian intern. Keempat unsur sistem pengendalian intern tersebut 
adalah sebagai berikut ini. 
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tegas. 
Pembagian tanggung jawab fungsional dalam perusahaan sebaiknya 
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini: 
1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 
fungsi akuntansi, dan 
2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 
melaksanakan semua tahap transaksi. 
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan 
biaya. Hal ini berarti bahwa setiap transaksi hanya dapat terjadi atas 
dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 
transaksi tersebut. 
c.  Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem 
wewenang serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan 
terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin 
praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. 
Cara-cara yang umum ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan 
praktik yang sehat sebagai berikut ini: 
1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya 
harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang, 
2) Pemeriksaan mendadak yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan 
lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal 
yang tidak teratur, 
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 
oleh satu orang atau oleh satu unit organisasi tanpa ada campur 
tangan dari orang atau unit organisasi lain, 
4) Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin, sehingga akan dapat 
menjaga independensi pajabat dalam melaksanakan tugasnya, 
sehingga penyelewengan dapat dihindari, 
5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, 
6) Secara periodik dilakukan pencocokan fisik kekayaan dengan 
pencatatannya, dan 
7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 
keefektifan unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. 
d. Karyawan yang cakap dan mempunyai mutu di bidangnya 
Tingkat kecakapan karyawan mempengaruhi sukses tidaknya suatu 
sistem pengendalian intern. Karyawan yang jujur dan ahli dalam 
bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan 
pekerjaannya dengan baik, meskipun hanya sedikit unsur sistem 
pengendalian intern yang mendukungnya. Cara-cara yang ditempuh 
oleh perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan 
dapat dipercaya antara lain sebagai berikut ini: 
1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut 
oleh pekerjaannya, dan 
2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 
perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 
3. Definisi Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Akuntansi Penjualan 
Kredit 
Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti 
manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi 
informasi (Bodnar, Hopwood, 1995: 1). Sedangkan menurut Hall (2001), 
sistem informasi adalah “sebuah rangkaian prosedur formal dimana data 
dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para 
pemakai”. 
Menurut Mulyadi (2001:3) fungsi yang terkait, dokumen yang 
digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, serta jaringan prosedur yang 
membentuk sistem penjualan kredit yaitu: 
a. Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit: 
1) Fungsi Penjualan 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari 
pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan 
informasi yang belum ada pada surat tersebut, meminta otorisasi 
kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan mengisi surat order 
pengiriman. 
2) Fungsi Kredit 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit 
pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada 
pelanggan. 
 
3) Fungsi Gudang 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan 
menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta 
menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. 
4) Fungsi Pengiriman 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas 
dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi 
penjualan dan menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari 
perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. 
5) Fungsi Pengihan 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan 
faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur 
bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi 
akuntansi. 
6) Fungsi Akuntansi 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul 
dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan 
pernyataan piutang kepada para debitur, serta membuat laporan 
penjualan. 
b. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit: 
1) Surat order pengiriman dan tembusannya 
Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk 
memproses penjualan kredit kepada pelanggan. 
2) Faktur dan tembusannya 
Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar 
untuk mencatat timbulnya piutang. 
3) Rekapitulasi harga pokok penjualan 
Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen 
pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok 
produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. 
4) Bukti memorial 
Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar 
pencatatan ke dalam jurnal umum. 
c. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit: 
1) Jurnal Penjualan 
Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi 
penjualan, baik secara tunai maupun kredit. 
2) Kartu Piutang 
Catatan akuntansi ini mjerupakan buku pembantu yang berisi 
rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. 
3) Kartu Persediaan 
Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi 
rincian mutasi setiap jenis persediaan. 
4) Kartu Gudang 
Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat 
mutasi dan persediaan fisik barang yang tersedia di gudang. 
5) Jurnal Umum 
Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok 
produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. 
d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit: 
1) Prosedur order penjualan 
Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli 
dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli, 
kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya 
kepada berbagai fungsi yang lain. 
2) Prosedur persetujuan kredit 
Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan 
penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. 
3) Prosedur pengiriman 
Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada 
pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order 
pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. 
4) Prosedur penagihan 
Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan 
dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu 
faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan 
pada waktu bagian ini membuat surat order pengiriman. 
 
 
5) Prosedur pencatatan piutang 
Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur 
penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan 
tertentu mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang 
berfungsi sebagai catatan piutang. 
6) Prosedur distribusi penjualan 
Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data 
penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. 
7) Prosedur pencatatan harga pokok penjualan 
Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total 
harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. 
4. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang dapat 
disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam – meminjam antara 
bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga 
yang telah ditetapkan (Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998). Dari 
pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 
pemberian kredit adalah rangkaian dari cara atau prosedur dalam 
pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai 
dengan pencairan kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan dan 
berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit.  Hal-hal yang perlu 
diperhatikan dalam mengevaluasi sistem akuntansi pemberian kredit 
perusahaan sebagai berikut ini: 
a. Unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi pemberian kredit: 
1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tegas, 
2) Sistem wewenang dan otorisasi, 
3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 
unit organisasi, dan 
4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
b. Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit: 
1) Pencatatan nomor urut tercetak pada dokumen sehingga 
pemakaiannya dapat dipertanggungjawabkan, 
2) Dokumen yang digunakan tersebut harus sudah cukup memadai 
dan cukup merekam data-data kegiatan pemberian kredit, dan 
3) Dokumen yang digunakan dibuat rangkap agar tidak terjadi 
penyelewengan. 
c. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pemberian 
kredit: 
1) Catatan akuntansi harus berdasarkan dokumen sumber dan 
dokumen pendukung, 
2) Catatan akuntansi harus mencatat semua transaksi yang benar-
benar tarjadi, dan 
3) Catatan akuntansi harus mencatat transaksi dalam periode 
akuntansi yang sebenarnya. 
d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pemberian kredit 
1) Jaringan prosedur yang membentuk suatu sistem akuntansi harus 
dapat membentuk sistem pemberian kredit yang sebenarnya, dan 
2) Jaringan prosedur yang membentuk suatu sistem akuntansi harus 
dapat dilaksanakan sesuai dengan sistem tersebut. 
5. Definisi Kredit 
Kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti 
kepercayaan atau dalam bahasa Latin “creditum” yang berarti kepercayaan 
akan kebenaran. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu 
pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji 
pembayarannya akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka 
waktu yang disepakati (Kohler yang dikutip oleh Mulyono, 1994: 5).  
Sedangkan Wijanarko (edisi kedua halaman 63) mengartikan kredit 
sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat meminjam utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau 
pengembalian hasil keuntungan. 
Dari pengertian tersebut kredit memiliki beberapa unsur: 
a. Adanya suatu penyerahan uang atau barang atau tagihan yang 
menimbulkan tagihan kepada pihak lain, dengan harapan memperoleh 
tambahan nilai dari pokok pinjaman berupa bunga. 
b. Didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai di antara 
kedua belah pihak. 
c. Terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga dalam jangka 
waktu tertentu. 
6. Tujuan dan Fungsi Kredit 
Suyatno (2003:15), berpendapat bahwa tujuan kredit yang 
diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintahan yang akan 
mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk:  
a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 
pembangunan, 
b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya 
guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dan 
c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan 
dapat memperluas usahanya.  
Menurut Suyatno (2003:16-17) fungsi kredit dapat disebutkan 
sebagai berikut: 
a. Meningkatkan daya guna uang, 
b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, 
c. Meningkatkan daya guna barang, 
d. Sebagai alat stabilitas ekonomi, 
e. Meningkatkan usaha, 
f. Meningkatkan pendapatan, dan 
g. Meningkatkan hubungan internasional. 
7. Unsur – Unsur Kredit 
Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas 
kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan 
pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan 
memberikan kredit kalau ia betul–betul yakin bahwa si penerima kredit 
akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka 
waktu dan syarat–syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 
Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan 
simpanan masyarakat yang diterimanya. 
Dengan demikian menurut Suyatno (2003:14) dapat disimpulkan 
bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut ini: 
a. Kepercayaan 
Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya 
baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar – benar 
diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan 
datang. 
b. Waktu 
Waktu yang dimaksud adalah suatu masa yang memisahkan antara 
pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada 
masa yang akan datang. 
 
 
c. Risiko/Degree of Risk 
Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya 
jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 
kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit 
diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh 
kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih 
selalu terdapat unsur  ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. 
Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam 
pemberian kredit. 
d. Prestasi 
Objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga 
dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern 
sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi – transaksi kredit 
yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik 
perkreditan. 
8. Macam – Macam Kredit 
Macam–macam kredit yang diberikan oleh perbankan kepada 
masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, menurut Suyatno (2003:25-




a. Kredit dilihat dari tujuannya 
1) Kredit konsumtif 
Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 
memperlancar jalannya proses konsumsi. 
2) Kredit produktif 
Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 
memperlancar jalannya proses produksi. 
3) Kredit perdagangan 
Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 
untuk membeli barang – barang untuk dijual lagi. 
b. Kredit dilihat dari jangka waktunya 
1) Kredit jangka pendek 
Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada 
debitur dengan jangka waktu maksimum satu tahun. 
2) Kredit jangka menengah 
Kredit jangka menengah yaitu kredit yang diberikan oleh bank 
kepada debitur dengan jangka waktu antara satu sampai tiga tahun. 
3) Kredit jangka panjang 
Kredit jangka panjang yaitu kredit yang diberikan oleh bank 
kepada debitur dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. 
 
c. Kredit dilihat dari jaminannya 
1) Kredit tanpa jaminan (Unsecured Loan) 
Unsecured Loan yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada 
debitur tanpa menggunakan jaminan. 
2) Kredit dengan agunan (Secured Loan) 
Secured Loan yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur 
dengan menggunakan agunan/jaminan. 
d. Kredit dilihat dari penggunannya 
1) Kredit Eksploitasi 
Kredit eksploitasi yaitu kredit berjangka waktu pendek yang 
diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai 
kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan 
lancar. 
2) Kredit Investasi 
Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang 
yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk 
melakukan investasi atau penanaman modal. 
9. Kredit Bermasalah 
Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami penunggakan 
dalam pengembalian pelunasannya/angsurannya. 
Menurut Mulyono (1993:434) sebab–sebab/terjadinya kesulitan 
pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debitur dapat disebabkan 
berbagai masalah yang di antaranya sebagai berikut: 
a. Masalah intern bank, antara lain: 
1) Kurang ketelitian dalam menganalisis kelayakan calon debitur 
sebelum mendapatkan kredit, 
2) Pengawasan kredit yang dilakukan kurang tepat, 
3) Kurangnya pengalaman dari pejabat kredit, 
4) Tidak memiliki kebijakan kredit yang sehat, 
5) Adanya kepentingan pribadi dari pejabat bank, dan 
6) Pengikatan jaminan yang kurang sempurna. 
b. Masalah perekonomian secara makro 
Faktor eksternal penyebab kredit bermasalah karena perubahan kondisi 
perkonomian yang menurun/tidak stabil, adanya perubahan peraturan, 
dan kemungkinan karena bencana alam. 
c. Masalah dari debitur 
Masalah yang timbul dari faktor debitur atau nasabah karena kurang 
mempertimbangkan risiko yang akan terjadi, tidak kompeten, dan 
kurang jujurnya nasabah dalam mengakui kondisi keuangannya. 
Menurut Mulyono (1993:434) langkah–langkah mengatasi kredit 
bermasalah di antaranya sebagai berikut: 
 
a. Reschedulling (jadwal ulang) 
Reschedulling adalah perubahan syarat kredit hanya menyangkut 
jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang dan 
perubahan besarnya angsuran kredit. 
b. Reconditioning (persyaratan ulang) 
Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit 
yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran sebagian atau 
seluruh bunga dan persyaratan lamanya kredit. 
c. Liquidation (likuidasi) 
Liquidation adalah penjualan barang – barang yang dijadikan jaminan 
dalam rangka pelunasan utang. 
10. Analisis Pemberian Kredit 
Menurut Mulyono (1993:129), dalam pelaksanaan pemberian 
fasilitas kredit kepada nasabahnya bank selalu dihadapkan pada suatu 
masalah yang cukup kompleks. Beberapa permasalahan itu dapat 
ditimbulkan dari pertanyaan – pertanyaan berikut ini. 
a. Kepada siapa kredit itu harus diberikan ? 
b. Untuk (obyek) apa kredit itu harus diberikan ? 
c. Apakah calon nasabah (debitur) yang akan menerima kredit kiranya 
akan mampu mengembalikan utang pokoknya ditambah dengan bunga 
serta kewajiban lainnya ? 
d. Berapa jumlah uang yang layak untuk diberikan ? 
e. Apakah kredit yang akan diberikan tersebut cukup aman atau 
risikonya kecil ? 
Untuk dapat menjawab atau mengambil keputusan masalah–
masalah yang dihadapi dalam proses pemberian kredit ini, maka 
diperlukan suatu analisis pemberian kredit. Analisis ini perlu dilakukan 
secara kritis baik melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap 
semua aspek yang mempengaruhi kegiatan suatu jenis usaha. Proses 
analisis ini dapat dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai 
pengetahuan, ketrampilan dan pangalaman untuk itu, ataupun oleh 
sekelompok orang yang terdiri dari berbagai ahli/berbagai profesi untuk 
kemudian membentuk suatu team untuk merumuskan pemecahan masalah 
yang dihadapi oleh bank dalam pemutusan pemberian kredit kepada calon 
debiturnya. 
Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah 
dikenal adanya prinsip 5 C (Mulyono, 1993:11 – 18) yang dapat dijelaskan 
sebagai berikut ini: 
a. Character / Karakter 
Manfaat dari penilaian soal karakter ini untuk mengetahui sampai 
sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu 
kemauan untuk memenuhi kewajiban – kewajibannya dari calon 
debitur. Karakter ini merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun 
calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya 
tetapi kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa 
berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. 
b. Capacity / Kemampuan 
Yang dimaksud kemampuan di sini yaitu suatu penilaian kepada calon 
debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban – kewajibannya 
dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan 
kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian terhadap kemampuan ini 
untuk menilai sampai di mana hasil usaha yang akan diperolehnya 
tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai 
dengan perjanjian yang telah disepakatinya. 
Pengukuran kemampuan dari calon debitur ini dapat dilakukan melalui 
berbagai pendekatan sebagai berikut: 
1) Pendekatan Historis 
Pendekatan historis ini menyangkut perkembangan usaha calon 
debitur dari waktu ke waktu. 
2) Pendekatan Finansial 
Pendekatan finansial ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 
besar tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha calon 
debitur, serta tingkat risiko yang mungkin dihadapi. 
3) Pendekatan Edukasional 
Pendekatan edukasional digunakan untuk menilai latar belakang 
pendidikan para pengurus perusahaan calon debitur. 
 
4) Pendekatan Yuridis 
Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui apakah calon 
debitur tersebut mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya 
ataupun badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan 
perjanjian kredit dengan bank. 
5) Pendekatan Manajerial 
Pendekatan manajerial digunakan untuk menilai sampai sejauh 
mana kemampuan ketrampilan nasabah dalam melaksanakan 
fungsi – fungsi manajemen di perusahaannya. 
6) Pendekatan Teknis 
Pendekatan teknis dipakai untuk mengetahui sampai sejauh mana 
kemampuan calon debitur mengelola faktor – faktor produksi 
dalam menjalankan usahanya. 
c. Capital / Modal 
Modal merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh calon debitur. 
Dengan mengetahui jumlah modal yang dimiliki calon debitur, maka 
pihak bank akan dapat memperkirakan besarnya kredit yang 
dibutuhkan calon debitur. 
d. Collateral / Jaminan 
Yang dimaksud dengan jaminan ini yaitu barang – barang jaminan 
yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit 
yang diterimanya. Manfaat jaminan yaitu sebagai alat pengamanan 
apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab – 
sebab lain di mana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil 
usahanya yang normal. 
e. Condition of Economy / Keadaan Ekonomi 
Yang dimaksud di sini yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, 
ekonomi, budaya, dan lain – lain yang mempengaruhi keadaan 
perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu 
tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran 
usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. 
11. Prosedur Penagihan Piutang menurut Mulyadi (2001 : 495) 
a. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih 
kepada bagian penagihan. 
b. Bagian penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan 
perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. 
c. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan 
(remittance advance) dari debitur. 
d. Bagian penagihan menyerahkan cek atas nama ke bagian kasa. 
e. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan ke bagian 
piutang untuk dilakukan posting. 
f. Bagian kasa mengirimkan kwitansi kepada debitur sebagai tanda 
terima pembayaran dari debitur. 
g. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut 
dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 
h. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank 
debitur. 
B. SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN SAMPAI DENGAN 
PELUNASAN KREDIT PADA PD. BPR. BKD KABUPATEN 
KARANGANYAR 
1. Syarat yang Harus Dipenuhi Pemohon Kredit 
Untuk dapat mengajukan permohonan kredit kepada PD. BPR. BKD 
Kabupaten Karanganyar, calon debitur harus memenuhi syarat – syarat 
yang ditetapkan di PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar, antara lain 
sebagai berikut. 
a. Calon debitur harus mempunyai KTP asli di wilayah kerja bank, yaitu 
yang berada di Kabupaten Karanganyar, dan begitu pula dengan 
jaminan harus berada di wilayah yang sama dengan calon debitur. 
b. Calon debitur mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran 
pinjaman. 
c. Calon debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan 
pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 
d. Calon debitur bersedia mematuhi segala syarat – syarat dan ketentuan 
yang terlampir dalam formulir permohonan pinjaman dan surat 
perjanjian kredit. 
Dokumen/persyaratan yang harus dilampirkan bersama formulir 
permohonan pinjaman dibedakan berdasarkan jenis kreditnya, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Kredit umum 
Syarat – syarat untuk memperoleh kredit umum sebagai berikut: 
1) Foto copy KTP suami dan istri, 
2) Foto copy kartu keluarga, 
3) Foto copy surat nikah, dan 
4) Foto copy sertifikat tanah ( untuk jenis jaminan tanah). 
b. Kredit Ketahanan Pangan (KKP) 
Syarat – syarat untuk memperoleh Kredit Ketahanan Pangan (KKP) 
sebagai berikut: 
4. Penduduk di wilayah Kabupaten Karanganyar dan di sekitarnya 
baik secara kelompok maupun individu dan mempunyai usaha 
dalam bidang ketahanan pangan, 
5. Memenuhi syarat secara administratif maupun secara teknis 
perbankan dan layak diberikan kredit, dan 
6. Bersedia untuk diadakan peninjauan/ analisis usahanya dan 
bersedia menaati segala peraturan perkreditan yang berlaku di    
PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar. 
c. Kredit PNM 
Kredit PNM terdiri dari 3 (tiga) jenis kredit, yaitu Kredit Sarana 
Usaha Produktif (SUP Madani), Kredit Modal Kerja (KMK), dan 
Kredit Kepemilikan Sarana Usaha (KKSU) adalah merupakan bentuk 
linkage programe atau kerjasama antara PNM dengan BPR guna 
mengembangkan sektor UMKM. 
Adapun persyaratan umum untuk memperoleh kredit PNM sebagai 
berikut: 
1) Kredit umum perorangan/ umum: 
g. Mempunyai usaha produktif, 
h. Mengisi blanko permohonan, 
i. Foto copy KTP suami istri 3 lembar, 
j. Foto copy KK 3 lembar, 
k. Surat keterangan dari Desa/ Kelurahan, dan 
l. Mempunyai agunan sebagai jaminan kredit. 
2) Kredit bagi PNS/ TNI/ POLRI: 
f. Mempunyai usaha produktif, 
g. Mengisi blanko permohonan kredit, 
h. Foto copy KTP suami istri 3 lembar, 
i. Foto copy KK 3 lembar, dan 
j. Menyerahkan jaminan antara lain: 
1) Daftar potongan gaji terakhir, 
2) SK Capeg asli, 
3) Karpeg asli, dan 
4) Kartu Taspen asli. 
2. Fungsi yang terkait 
Fungsi yang terkait dalam sistem pemberian kredit dapat disebutkan 
sebagai berikut: 
 
a. Fungsi Otorisasi (Pimpinan/Direksi) 
Pimpinan/direksi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut ini. 
1) Memberikan keputusan terhadap permohonan pinjaman yang 
diberikan dengan melakukan penilaian kelayakan terhadap calon 
debitur. 
2) Memberikan persetujuan atas formulir permohonan pinjaman dan 
surat perjanjian kredit yang diajukan oleh calon debitur, dengan 
menandatangani dokumen tersebut. 
3) Bertanggung jawab terhadap kelancaran kredit yang diberikan 
kepada masyarakat. 
4) Bertugas mengawasi dan mengotorisasi dokumen – dokumen yang 
digunakan dalam pemberian kredit. 
b. Fugsi kredit 
Fungsi kredit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut ini. 
1) Menerima pengajuan kredit dari calon debitur. 
2) Menyiapkan Formulir Permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian 
Kredit untuk diisi dan diotorisasi oleh Pimpinan PD. BPR. BKD 
Kabupaten Karanganyar. 
3) Membantu membuatkan dokumen untuk memperlancar proses 
pemberian kredit. Dokumen tersebut termasuk Kartu Pinjaman. 
4) Melakukan survei ke lapangan berkenaan dengan pengajuan kredit 
calon debitur, mengisi formulir analisis kredit yang terdapat pada 
formulir permohonan pinjaman, dan kemudian diserahkan kepada 
pimpinan untuk dinilai kelayakan calon debitur. 
5) Menerima agunan dari nasabah, dan menilainya bersama Pimpinan 
dan selanjutnya diserahkan kepada Kasir untuk disimpan dalam 
brankas. 
c. Fungsi Akuntansi 
1) Bagian kasir 
Bagian kasir mempunyai tanggung jawab sebagai berikut ini. 
a) Bartanggung jawab terhadap keamanan kas dan memastikan 
bahwa dana yang diberikan benar – benar telah diterima 
nasabah yang mengajukan kredit. 
b) Membuat Bukti Pengeluaran Umum dan Buku Mutasi Kas 
Harian untuk mencatat seluruh pengeluaran kas dan membuat 
Bukti Setoran Pinjaman untuk mencatat setoran angsuran dari 
debitur. 
c) Menyimpan surat kuasa menjual dan agunan yang diterima dari 
debitur dalam brankas. 
2) Bagian pembukuan 
Bagian pembukuan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: 
a) Bertanggung jawab atas pembukuan seluruh transaksi yang ada 
di PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar terutama yang 
berhubungan dengan pemberian kredit tersebut. 
b) Bertugas mambuat rekapitulasi mutasi kas dan melakukan 
pengarsipan dokumen – dokumen. 
c) Membuat catatan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan 
secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. 
3. Dokumen yang digunakan 
Dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan 
pemberian kredit pada PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar adalah 
sebagai berikut.  
1. Formulir Permohonan Pinjaman (FPP) 
Formulir ini diisi oleh petugas bank serta mendapat pengesahan dari 
Kepala Desa di mana calon debitur bertempat tinggal. Formulir ini 
berisi tentang identitas calon debitur secara lengkap, jumlah pinjaman, 
keterangan usaha, dan jenis agunan yang dijaminkan untuk 
memperoleh kredit. 
2. Surat Perjanjian Kredit (SPK) 
Surat ini dilampirkan pada agunan yang dijaminkan dengan 
bermaterai Rp 6000,- . Surat ini digunakan untuk memperkuat posisi 
PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar apabila terjadi kredit macet. 
Maka apabila pelaksanaan angsuran kredit dari calon debitur tidak 
lancar, pihak PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar mempunyai 
wewenang untuk menjual atau melelang agunan yang dijaminkan 
tersebut. Apabila penjualan yang diperoleh melebihi jumlah kreditnya, 
maka kelebihannya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dokumen 
ini juga juga terlampir Surat Pernyataan Kuasa Menjual. 
3. Kartu Pinjaman (KP)/Kitir Pinjaman 
Kartu ini berisi tentang nama peminjam, besarnya angsuran, dan 
bunga yang dibayarkan. Kartu ini dibuat rangkap dua, di mana lembar 
pertama diberikan kepada debitur dan lembar kedua diarsip oleh 
bagian kredit. Bagian kredit ini yang mencatat dalam Kartu Pinjaman 
apabila debitur tersebut akan mengangsur pinjamannya. 
4. Bukti Pengeluaran Umum (BPU 1) 
Bukti ini berisi jumlah uang yang akan dibayarkan kepada debitur, 
apabila debitur tersebut telah disetujui sebagai penerima kredit. Bukti 
ini dibuat rangkap tiga, lembar pertama diberikan kepada debitur, 
lembar kedua diberikan kepada bagian kredit dan lembar ketiga 
disimpan oleh bagian kasir. 
5. Bukti Penerimaan Umum (BPU 2) 
Bukti ini berisi jumlah uang yang akan diterima oleh bank dari 
debitur, yang isinya mengenai pembayaran administrasi/provisi 
setelah debitur tersebut disetujui sebagai penerima kredit. Bukti ini 
dibuat rangkap tiga, lembar pertama diberikan kepada debitur, lembar 
kedua diberikan kepada bagian kredit dan lembar ketiga disimpan oleh 
bagian kasir. 
 
6. Bukti Setoran Pinjaman (BSP) 
Bukti ini berisi jumlah uang yang akan dibayar debitur untuk melunasi 
angsuran pinjaman. Bukti ini dibuat rangkap dua, lembar pertama 
diberikan kepada debitur dan lembar kedua disimpan oleh bagian 
pembukuan. 
4. Catatan akuntansi yang digunakan 
Catatan akuntansi yang digunakan PD. BPR. Kabupaten 
Karanganyar adalah sebagai berikut: 
a) Jurnal Umum atau Jurnal Harian 
Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang ada pada 
PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar, yang pada akhirnya akan 
digunakan untuk pembuatan laporan keuangan. 
b) Mutasi Kas Harian 
Catatan ini digunakan oleh bagian kasir, digunakan untuk mencatat 
pengeluaran dan penerimaan kas yang terjadi. 
c) Buku Kas 
Buku kas adalah buku yang berisi catatan penerimaan kas yang terjadi 
selama satu hari, buku ini dibuat oleh bagian dana. 
 
 
d) Jurnal Penerimaan Kas 
Jurnal penerimaan kas adalah catatan yang berisi total penerimaan kas 
selama satu bulan, jurnal penerimaan kas dibuat oleh bagian 
pembukuan. 
e) Jurnal Pengeluaran Kas 
Jurnal pengeluaran kas adalah catatan yang berisi total pengeluaran 
kas selama satu bulan, catatan ini dibuat oleh bagian pembukuan. 
f) Buku Besar 
Buku besar adalah buku yang digunakan untuk mencatat jumlah 
penerimaan kas yang sudah direkap dari jurnal penerimaan kas. 
5. Prosedur kredit 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit yang 
dilaksanakan di PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai 
berikut. 
a. Prosedur pemberian kredit 
1) Calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit telah 
memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit baik untuk kredit 
umum maupun kredit pegawai/profesi. Untuk jenis kredit umum, 
persyaratan yang harus dipenuhi yaitu foto copy KTP, Kartu 
Keluarga, BPKB (jaminan kendaraan) atau sertifikat tanah 
(jaminan tanah). Untuk kredit pegawai/profesi yaitu foto copy 
KTP, Kartu Keluarga, SK Pengangkatan, Kartu Pegawai, Surat 
Kuasa Potong Gaji, dan Struktur Gaji. 
2) Setelah persyaratan tersebut diterima oleh bagian kredit, kemudian 
bagian kredit memberi Formulir Permohonan Pinjaman (FPP) dan 
Surat Perjanjian Kredit (SPK) kepada calon debitur tersebut untuk 
diisi. 
3) Kemudian bagian kredit tersebut melakukan survey ke lapangan, 
setelah mensurvey ke lapangan bagian kredit menerima Formulir 
Permohonan Pinjaman (FPP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) 
yang telah diisi oleh calon debitur beserta syarat-syarat pinjaman, 
kemudian menyerahkannya kepada pimpinan beserta agunan untuk 
dilakukan penilaian terhadap kelayakan calon debitur untuk 
menerima kredit. 
4) Apabila dalam penilaian kelayakan tersebut permohonan diterima, 
bagian kredit perlu menyiapkan dokumen – dokumen antara lain: 
a. Kartu Pinjaman (Kitir), 
b. Bukti Pengeluaran Umum (BPU 1), 
c. Bukti Penerimaan Umum (BPU 2), 
d. Perjanjian Kredit, dan 
e. Berkas pengikatan dari notaris: 
1. Legalisasi : untuk pengikatan plafon di bawah Rp 
10.000.000,- 
2. Akte Pemegang Hak Tanggungan (APHT) : untuk 
pengikatan plafon di atas Rp 10.000.000,- 
3. Surat Kuasa Memegang Hak Tanggungan (SKMHT) : 
untuk pengikatan plafon di bawah Rp 50.000.000,- 
kemudian dokumen – dokumen tersebut digunakan bagian kredit 
untuk menentukan jumlah angsuran, jumlah pinjaman beserta 
bunganya. 
5) Bagian kredit kemudian mencatat dalam kitir, BPU 1 rangkap 3, 
lembar pertama untuk debitur, lembar kedua untuk bagian kasir, 
dan lembar ketiga untuk bagian kredit, dan BPU 2 rangkap 3, 
lembar pertama untuk debitur, lembar kedua untuk bagian kasir, 
dan lembar ketiga untuk bagian kredit. Sedangkan untuk dokumen 
lainnya (SPK, FPP, perjanjian kredit, dan berkas pengikatan dari 
notaris APHT dan SKMHT) disimpan sendiri di bagian kredit. 
6) Setelah menerima BPU 1 lembar kedua, BPU 2 lembar kedua, dan 
agunan asli kemudian bagian kasir mencairkan kredit tersebut 
kepada debitur. Untuk agunan asli disimpan di bagian kasir, 
sedangkan untuk BPU 1 dan BPU 2 dicatat ke bagian pembukuan.   
7) Bagian pembukuan menerima dokumen BPU 1 dan BPU 2 dari 
bagian kasir, kemudian mencatatnya dalam Jurnal Pengeluaran Kas 
berdasarkan dokumen tersebut setelah itu mengarsipnya urut 
nomor. 
Bagan alur sistem pemberian kredit pada PD. BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar dapat dilihat pada gambar 2.1. 
b. Prosedur pelunasan kredit 
1) Debitur datang ke bagian kredit. Kemudian bagian kredit 
membuatkan Bukti Setoran Pinjaman rangkap 3, lembar pertama 
untuk debitur, lembar kedua untuk bagian kredit, dan lembar ketiga 
untuk bagian kasir. 
2) Bagian kredit kemudian menginput ke komputer untuk mengisi 
kartu pinjaman dan mencetak kartu pinjaman (KP) tersebut. 
Setelah mencetak kartu pinjaman tersebut, KP dikembalikan ke 
debitur.  
3) Kemudian oleh bagian kredit lembar kedua di berikan ke bagian 
kasir. Setelah itu bagian kasir menerima uang dari debitur. Bagian 
kasir lalu menginput ke komputer berdasarkan BSP lembar kedua 
dan BSP lembar ketiga untuk mencatat setoran dari debitur. Setelah 
bagian kasir mencatat setoran dari debitur, BSP lembar kedua dan 
BSP lembar ketiga tersebut diotorisai. BSP lembar kedua untuk 
bagian kredit yang kemudian diserahkan ke bagian pembukuan, 
dan lembar ketiga untuk bagian kasir. 
4) Bagian pembukuan kemudian mencatat ke dalam Jurnal 
Penerimaan Kas berdasarkan BSP lembar kedua tersebut, 
kemudian mengarsipnya berdasarkan urut nomor. 
Bagan alir sistem pelunasan kredit pada PD. BPR BKD Kabupten 
Karanganyar dapat dilihat pada gambar 2.2. 
c. Prosedur Otorisasi 
Dalam melaksanakan transaksi pemberian kredit, sistem otorisasi pada 
PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut. 
1) Direktur memberikan otorisasi pada FPP dan SPK setelah 
dilakukan penilaian kelayakan kredit oleh bagian kredit pada saat 
prosedur pemberian kredit. 
2) Seksi administrasi kredit memberikan otorisasi terhadap dokumen 
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6. Jaminan Kredit 
Untuk mengurangi resiko dalam pemberian kredit, PD. BPR. BKD 
Kabupaten Karanganyar melaksanakan prinsip kehati – hatian. Aspek 
jaminan adalah salah satu hal yang sangat prinsip untuk diperhatikan 
dalam proses pemberian kredit, sebab jaminan adalah pengamanan bagi 
bank jika nasabah tidak membayar kembali kredit yang telah diberikan. 
Besarnya kredit yang akan diberikan ditentukan dari hasil survey lapangan 
dan evaluasi kredit yang telah dilakukan termasuk penilaian atas jaminan 
yang disertakan. Nilai jaminan harus lebih tinggi atau minimal sama 
dengan kredit yang diberikan. Jenis jaminan yang digunakan sebagai 
jaminan kredit pada PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar adalah 
Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemohon atau bila sertifikat ini atas 
nama orang lain, maka orang lain tersebut masih dalam lingkungan 
keluarga.  
7. Cara Pelunasan Kredit 
Cara pelunasan kredit yang dilakukan pada PD. BPR. BKD 
Kabupaten Karanganyar adalah nasabah mengangsur sesuai dengan jumlah 
angsuran pokok disertai dengan bunga dan jadwal angsuran yang telah 
ditentukan serta harus dilunasi pada saat jatuh tempo. 
Unsur Sistem Pengendalian Intern 
Unsur sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit adalah 
sebagai berikut: 
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas 
1) Telah ada pemisahan fungsi antara bagian kasir dengan bagian 
pembukuan, dan 
2) Telah ada pemisahan antara bagian kasir dengan bagian kredit. 
b. Sistem wewenang dan otorisasi 
Dalam melaksanakan transaksi pemberian kredit, sistem otorisasi dan 
prosedur pencatatan pada PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar 
adalah sebagai berikut: 
1) Direktur memberikan otorisasi pada SPK setelah dilakukan 
penilaian kelayakan kredit oleh bagian kredit. 
2) Direktur memberikan otorisasi terhadap dokumen SPK, BPU 1, 
dan BPU 2. 
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. 
Adapun praktik yang sehat pada PD. BPR. BKD Kabupaten 
Karanganyar adalah sebagai berikut: 
1) Seluruh transaksi yang berhubungan dengan transaksi pemberian 
kredit, baik dari awal permohonan kredit sampai dengan saat 
pembayaran angsuran kredit tidak dilakukan oleh satu unit saja, 
melainkan beberapa unit yang sesuai dengan fungsi dan tanggung 
jawab dalam transaksi pemberian kredit. 
2) Adanya pemeriksaan mendadak kepada seluruh fungsi yang terkait 
dengan transaksi pemberian kredit terutama bagian kasir untuk 
mencocokkan jumlah uang yang tercantum dalam laporan 
keuangan dan yang ada di tangan kasir. 
3) Adanya perputaran jabatan pada semua bagian. 
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
Tingkat kecakapan pegawai merupakan unsur yang terpenting dalam 
sistem pengendalian intern. Kualitas atau mutu karyawan yang dimiliki 
oleh PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan 
tanggung jawabnya. 
C. KREDIT BERMASALAH 
Kredit bermasalah merupakan bagian dari kehidupan bisnis perbankan, 
bahkan bukan lagi menjadi barang baru di dunia perbankan saat ini. Namun 
apabila tidak ditangani secara profesional, kredit tersebut (terutama yang 
berjumlah besar) akan mambawa dampak merugikan, baik bagi bank yang 
sedang menghadapinya maupun bagi roda perekonomian secara nasional. 
Untuk tahun 2007, kredit macet pada PD. BPR. BKD Kabupaten 
Karanganyar mencapai angka 3,61 %, ini dihitung dari besarnya pinjaman 
yang diberikan PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar selama tahun 2007 
yaitu sebesar Rp 50.915.875.223,- terhadap kredit macet yang terjadi selama 
tahun 2007 yaitu sebesar Rp 1.837.049.223,-. Angka tersebut dapat dilihat 
pada laporan tahunan PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar untuk tahun 
2007 sebagai berikut: 
 
Tabel I.1 
     Laporan Tahunan PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar 
       Per 31 Desember 2007 




Kredit Lancar Rp 47,945,098,078.00 94.16 3,412 
Kredit Kurang 
Lancar 
Rp      356,124,350.00 0.70 63 
Kredit Diragukan Rp      777,603,750.00 1.53 34 
Kredit Macet Rp   1,837,049,223.00 3.61 565 
Jumlah Rp 50,915,875,401.00 100 4,074 
 
Kredit macet pada tahun 2007 umumnya terjadi karena usaha yang 
dijalankannya sedang macet, kondisi pasar yang kurang baik, atau kalah 
bersaing dengan yang lainnya serta adanya suatu musibah yang sedang 
menimpanya. PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar dalam mengatasi 
debitur yang mengalami kredit macet melakukan hal – hal sebagai berikut: 
1. Memberikan teguran lisan, 
2. Mengeluarkan Surat Tagihan kepada pihak debitur, 
3. Apabila tidak mendapat tanggapan dari pihak debitur, maka pihak bank 
mengeluarkan Surat Peringatan, dan 
4. Apabila sudah mendapat Surat Peringatan sampai tiga kali ternyata tidak 
ada tanggapan dari debitur, maka pihak bank berhak melakukan pengajuan 
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). 
a. Penyelesaian Kredit 
Upaya yang dilakukan PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar 
dalam mengatasi kredit bermasalah atau untuk menyelamatkan kredit 
adalah sebagai berikut: 
a. Penagihan 
Apabila kredit sudah jatuh tempo belum dilunasi pembayarannya, 
maka petugas akan melakukan penagihan dengan pendekatan 
secara persuasif tanpa membuat nasabah merasa tertekan atau 
dikejar–kejar. Dengan pendekatan yang lebih bijak tanpa menekan, 
terbukti telah mampu membuat peminjam segara melunasi 
pinjamannya. 
b. Pengambilalihan Agunan 
Jika cara pertama sudah ditempuh dan tidak mendapatkan hasil, 
maka petugas terpaksa melakukan cara yang terakhir yaitu 
pengambilalihan agunan yang dijaminkan nasabah, tapi hal ini bagi 
PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar adalah salah satu hal yang 
sangat dihindari karena menyangkut kredibilitas bank tersebut, 
walaupun ada kemungkinan terjadi tapi sebisa mungkin dihindari. 
Pengambilalihan agunan ini dilakukan oleh tim AYDA yang 
dibentuk oleh perusahaan. Namun selama ini PD. BPR BKD 
Kabupaten Karanganyar belum pernah melakukan AYDA karena 
kredit bermasalah yang terjadi dapat diselesaikan. 
b. Prosedur Penyelesaian Kredit 
1) Bagian kredit mendatangi debitur yang bermasalah dan melakukan 
penagihan. Jika tidak langsung mendapat pelunasan kemudian 
memberikan teguran secara lisan. Setelah tiga kali mendapat 
teguran lisan debitur tidak segera melunasi maka dikirimkan surat 
tagihan kepada debitur, namun jika tidak juga mendapat tanggapan 
kemudian pihak bank menerbitkan dan mengirimkan surat 
peringatan. Jika dengan surat peringatan debitur juga tidak segera 
melinasi kreditnya maka pihak bank mengambil langkah tegas 
yaitu mengambil alih agunan yang dijaminkan oleh debitur. 
2) Membentuk susunan tim pengambilalihan agunan (AYDA) yang 
terdiri dari SPI, Kabag Kredit, Kasi Kredit, serta AO. Kemudian 
membuat berita acara yang ditandatangani oleh tim dan direktur. 
3) Mengadakan pertemuan dengan debitur yang bersangkutan dan 
bermusyawarah mengenai agunan yang akan diambil alih. 
4) Debitur menandatangani semua berkas yang diperlukan bank 
berkaitan dengan pengambilalihan atau pelepasan hak atas jaminan 
tersebut yaitu. 
5) Pihak debitur kemudian menandatangani surat pernyataan yang 
menyatakan tidak akan menggugat di kemudian hari berkaitan 
dengan pelepasan hak atas jaminan. Kemudian surat pernyataan 
tersebut diarsipkan oleh pihak bank menurut tanggal. 
Gambar 2.3 
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D. EVALUASI SISTEM PEMBERIAN SAMPAI DENGAN PELUNASAN 
KREDIT PADA PD. BPR BKD KABUPATEN KARANGANYAR 
Evaluasi terhadap unsur-unsur sistem akuntansi: 
1. Fungsi yang terkait 
Struktur organisasi pada PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar 
cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya pemisahan fungsi, yaitu 
operasional bank yang dilakukan oleh fungsi kredit, fungsi penyimpanan 
serta arus kas oleh bagian kasir, dan fungsi pembukuan oleh bagian 
pembukuan. Dengan dipisahkannya fungsi-fungsi tersebut, dan 
dilibatkannya beberapa bagian dari struktur organisasi perusahaan dalam 
sistem pemberian dan pelunasan kredit maka akan terjadi internal check 
dimana pekerjaan oleh fungsi atau bagian yang satu diperikasa ketelitian 
dan keandalannya oleh bagian yang lain. Hal tersebut dapat menghindari 
adanya tindakan penyelewengan. 
2. Dokumen yang digunakan 
Dokumen yang digunakan oleh PD. BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar terkait dengan pemberian sampai dengan pelunasan kredit 
cukup memadai, hal tersebut dapat dilihat dari dokumen yang bernomor 
urut tercetak dalam penggunaan bukti setor pinjaman untuk penerimaan 
angsuran dan pelunasan kredit yang berisi jumlah uang yang akan dibayar 
debitur untuk melunasi angsuran pinjaman. Bukti ini dibuat ramgkap dua, 
lembar pertama diberikan kepada debitur dan lembar kedua disimpan oleh 
bagian pembukuan, serta bukti pengeluaran umum untuk pemberian kredit 
yang berisi jumlah uang yang akan dibayarkan kepada debitur, apabila 
debitur tersebut telah disetujui sebagai penerima kredit. Bukti ini dibuat 
rangkap tiga, lembar pertama diberikan kepada debitur, lembar kedua 
diberikan kepada bagian kredit dan lembar ketiga disimpan oleh bagian 
kasir. 
3. Otorisasi pihak yang berwenang 
Otorisasi pada PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar cukup baik, 
hal tersebut dapat dilihat pada dokumen-dokumen pemberian kredit yang 
telah diortorisasi oleh pihak yang berwenang yaitu: 
a. Formulir Permohonan Pinjaman diotorisasi oleh bagian kredit 
b. Surat Perjanjian Kredit (SPK) diotorisasi oleh direktur 
c. Bagian seksi administrasi kredit mengotorisasi Bukti Pengeluaran 
Umum, Bukti Penerimaan Umum, dan Perjanjian Kredit. 
4. Catatan akuntansi yang digunakan 
Catatan akuntansi yang digunakan pada PD. BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar cukup memadai, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya: 
a. Jurnal Umum atau Jurnal Harian untuk mencatat semua transaksi yang 
ada pada PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar, yang pada akhirnya 
akan digunakan untuk pembuatan laporan keuangan. 
b. Mutasi Kas Harian untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan kas 
yang terjadi. 
c. Buku Kas untuk mencatat penerimaan kas yang terjadi selama satu 
hari, buku ini dibuat oleh bagian dana. 
d. Jurnal Penerimaan Kas untuk mencatat total penerimaan kas selama 
satu bulan, jurnal penerimaan kas dibuat oleh bagian pembukuan. 
e. Jurnal Pengeluaran Kas untuk mencatat total pengeluaran kas selama 
satu bulan, catatan ini dibuat oleh bagian pembukuan. 
f. Buku Besar untuk mencatat jumlah penerimaan kas yang sudah 
direkap dari jurnal penerimaan kas. 
Namun, masih terdapat kelemahan dalan buku kas, karena dalam buku 
kas pencatatan penerimaan maupun pengeluaran kas tidak dipisah. 
5. Jaringan prosedur yang membentuk sistem 
Jaringan prosedur sistem pemberian sampai dengan pelunasan kredit 
yang dijalankan oleh PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar cukup baik, 
hal tersebut dapat dilihat dari prosedur yang telah dijalankan oleh masing-
masing fungsi yang berkaitan. Prosedur pemberian kredit yang dijalankan 
oleh bagian kredit seksi administrasi kredit, bagian kredit seksi analisis 
kredit, pimpinan, bagian kasir, dan bagian pembukuan. Prosedur pelunasan 
kredit dijalankan oleh bagian kredit seksi administrasi kredit, bagian kasir, 
dan bagian pembukuan. 
6. Penyelesaian Kredit Bermasalah 
Penyelesaian kredit bermasalah pada PD. BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya prosedur 
pengambilalihan agunan oleh bank bagi debitur yang tidak sanggup 
memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pinjaman. Pihak bank 
membentuk tim AYDA yang bertugas sebagai pengambil alih agunan 
debitur. Proses pengambilalihan agunan oleh bank dilakukan dengan 
musyawarah yang dilakukan pihak bank dengan debitur. Namu, selama ini 
PD. BPR BKD belum pernah melakukan AYDA karena kredit bermasalah 






















 PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu badan 
kredit yang paling diminati oleh masyarakat Karanganyar. Namun dalam 
menjalankan usahanya untuk melayani masyarakat ada beberapa kekurangan dan 
kelemahan. Meskipun demikian, tidak sedikit pula kebaikan yang dapat dirasakan 
pada PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan usaha dan 
kebijakan kreditnya. Kebaikan dan kelemahan yang ada pada PD. BPR. BKD 
Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut. 
A. Kebaikan 
1. Sudah terdapat struktur organisasi yang jelas dengan adanya pemisahan 
antar bagian. Fungsi operasional bank yang dilakukan oleh bagian kredit, 
fungsi penyimpanan serta arus kas oleh seksi kas, dan fungsi pembukuan 
oleh bagian pembukuan. Dengan dipisahkannya fungsi-fungsi tersebut, 
dan dilibatkannya beberapa bagian dari struktur organisasi perusahaan 
dalam sistem pemberian dan pelunasan kredit maka akan terjadi internal 
check dimana pekerjaan oleh fungsi atau bagian yang satu diperikasa 
ketelitian dan keandalannya oleh bagian yang lain. 
2. Dokumen yang digunakan oleh PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar 
cukup memadai, dokumen yang digunakan sudah menggunakan nomor 
urut tercetak, dokumen tersebut juga dibedakan berdasarkan warna tertentu 
untuk penggunaan yang berbeda-beda. 
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3. Pada PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar sistem otorisasi telah 
dijalankan dengan cukup baik, yaitu otorisasi dokumen-dokumen 
dilakukan oleh pihak yang berwenang. Hal ini dapat dilihat dari Surat 
Perjanjian Kredit (SPK) yang diotorisasi oleh direktur, Formulir 
Permohonan Pinjaman (FPP), Bukti Pengeluaran Umum, Bukti 
Penerimaan Umum, dan Perjanjian Kredit diotorisasi oleh Bagian Kredit. 
4. Catatan akuntansi yang digunakan oleh PD. BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar cukup memadai, yaitu adanya jurnal umum atau jurnal 
harian, mutasi kas harian, buku kas, jurnal penerimaan kas, jurnal 
pengeluaran kas, dan buku besar. 
5. Jaringan prosedur sistem pemberian sampai dengan pelunasan kredit yang 
dijalankan oleh PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar cukup baik, hal 
ini dapat dilihat dari prosedur yang telah dijalankan oleh masing-masing 
fungsi yang berkaitan. Prosedur pemberian kredit dijalankan oleh bagian 
kredit seksi administrasi kredit, bagian kredit seksi analisis kredit, 
pimpinan, bagian kasir, dan bagian pembukuan. Sedangkan prosedur 
pelunasan kredit dijalankan oleh bagian kredit seksi administrasi kredit, 
bagian kasir, dan bagian pembukuan. 
6. Sudah ada penanganan khusus untuk kasus kredit bermasalah dan debitur 
tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengangsur, yaitu dengan 




Sedangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada PD. BPR. BKD Kabupaten 
Karanganyar adalah sebagai berikut ini. 
1. Masih ada fungsi ganda, yaitu Seksi Administrasi Kredit terkadang juga 
melakukan penelitian atau analisis kredit yang seharusnya merupakan 
tugas dan tanggung jawab dari Seksi Analisis Kredit. Tidak dipisahkannya 
kedua fungsi tersebut dapat memperbesar kecurangan yang dapat terjadi, 
karena kelayakan calon debitur untuk menerima pinjaman dari perusahaan 
tidak terjamin yang pada akhirnya pinjaman yang diberikan oleh 
perusahaan kemungkinan besar tidak kembali.  
2. Kasus kredit bermasalah masih terjadi karena pada fungsi analisis kredit 
kurang berhati – hati dan kurang teliti dalam memberikan keputusan 
pemberian kredit, contohnya untuk kredit PNS fungsi analisis kredit 
kurang meneliti adanya potongan-potongan pada gaji apakah potongan-
potongan tersebut melebihi gaji atau tidak dan apakah gaji bersihnya 
cukup untuk mengangsur pinjaman. Hal ini mengakibatkan laporan hasil 
analisis yang diberikan kepada direktur untuk diotorisasi juga kurang teliti, 
sehingga pengembalian kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada 
debitur sering terjadi keterlambatan. Dalam hal ini yang menjadi 
kelemahan adalah pada bagian analisis kredit pada saat menganalisis 
permohonan kredit bukan pada saat dilakukan otorisasi oleh direktur, 
karena direktur mengotorisasi berdasarkan laporan hasil analisis kredit dari 





PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar adalah salah satu badan kredit 
yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Dalam kegiatannya, tidak jarang 
terjadi masalah dalam macetnya angsuran kredit yang dilakukan oleh 
nasabahnya. Tapi dengan diterapkannya sistem yang baik dalam proses 
pemberian kredit di PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar akan 
meminimalisasi adanya risiko kegagalan kredit yang pada akhirnya akan 
mematikan usaha bank tersebut. Untuk menghindari adanya kegagalan kredit 
tersebut, PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar perlu memperbaiki 
kekurangan yang ada dalam sistem pemberian kreditnya. 
Pada PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar, penanganan prosedur 
pemberian kredit telah ditangani dengan baik sesuai dengan prosedur kerja 
perkreditan, yaitu mulai dari calon nasabah mengajukan permohonan kredit 
sampai dengan kredit diterima atau ditolak. Dari hasil pembahasan yang telah 
dilakukan penulis, sistem pemberian kredit pada PD. BPR. BKD Kabupaten 
Karanganyar dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur pemberian kredit 




Setelah mengetahui gambaran prosedur pemberian kredit yang telah 
diuraikan pada kesimpulan, maka penulis memberikan saran yang mungkin 
dapat memberikan manfaat untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan 
prosedur pemberian kredit di PD. BPR. BKD Kabupaten Karanganyar adalah 
sebagai berikut: 
1. Sebaiknya ada pemisahan fungsi yang tegas antara Fungsi Kredit Seksi 
Administrasi Kredit dengan Fungsi Kredit Seksi Analisis Kredit agar 
memperkecil adanya kecurangan. 
2. Selektif dalam memilih calon debitur, dengan penilaian kredit yang lebih 
mempertimbangkan kelayakan kredit. Selektif dalam memilih calon 
debitur juga dapat mengurangi tingkat kredit macet. Hal ini menjadi 
tanggung jawab Fungsi Kredit Seksi Analisis Kredit agar lebih teliti dan 
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